KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1357 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan
tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
pada Instansi Pemerintah tempat Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja bekerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawali Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218};

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Jdih.kpu.go.id



Menetapkan

KESATU

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 725};

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/1/2020 tentang Kelas
Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/8J/1/2020
tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan
Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum,;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja di Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Sckretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dilaksanakan sebagai berikut:

a. tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

b. tunjangan kinerja diberikan dengan besaran sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan
Sekretaris Jenderal Komist Pemilihan Umum tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Kelas Jabatan
Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

c. tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan
kinerja  dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum tentang Kelas Jabatan
Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghitungan dan
pembayaran tunjangan kinerja dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Kelas Jabatan
Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KEDUA : Pemberian tunjangan kinerja Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
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KETIGA

KEEMPAT

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang
telah dilaksanakan sebelum Keputusan ini ditetapkan,
dinyatakan sah.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pemberian tunjangan
kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang akan dilaksanakan
dan sedang dalam proses harus menyesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

Andi K?isna\
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1357 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN  UMUM PROVINSI,  DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

KELAS TUNJANGAN KINERJA PER
NO. JABATAN PPPK
JABATAN KELAS JABATAN
1 2 3 4
q Ahli Pertama - Penata
" | Kelola Pemilu
8 Rp3.319.000,00
5 Ahli Pertama - Pranata
' Komputer
3. | Terampil - Arsiparis
6 Rp2.702.000,00
4. | Terampil - Statistisi
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Andi Krisna
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